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BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH §
;P.ERATURAN BUPAT 1 KARANGANYAR .

 NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG

o KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI T UGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

f} BUPATIKARANGANYAR

Memmbang : . a bahwa urusan pemermtahan b1dang pekerjaan umum
L | : dan penataan ruang,. bldang perumahan dan kawasan
permuklman dan bldang pertanahan di Daerah
dﬂaksanakan oleh Dmas Pekerja_an Umurh " dan
;Perumahan Rakyat; ‘ o
. b. bahwa guna kelancaran dan ketert1ban penyelenggaraan
| Pe}mermtahan Daerah maka perlu dlatur struktur, tugas,
fungsi dan tata kerJa R ‘
Lc ba’hwa ’ berdasarkan* ' pertlmbangan sebagalmana ;
- “dlmaksud pada, huruf a dan - huruf b dlatas, perlu =
'menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Kedudukan
Susunan Organlsas1 Tugas dan Fungs1 serta Tata Kerja
R S Dmas Pekerjaan Umum’ dan Perumahan Rakyat;
”M‘cngiri'gat N Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
e / - Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam
: Lo 'ngkungan Prov1n31 Jawa Tengah ; : RN
e v 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang s
- Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
. »IndoneSAa Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran :

: Negara Repubhk Indones1a Nornor 5587) sebagalmana' e

; v;terlah diubah beberapa kah terakhlr dengan Undang—,
Undang Nomor 11 ‘Tahun 2020 tentang C1pta Kerja
(L‘embaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ’

Indone31a Nomor 657 3),
| '



Me_inetapkan

|
i |

Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \

T'Tlhun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Républik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun -

,2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

N:omor 18 ‘Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(ﬂembéran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
‘Indonesw. Nomor 6402); 7

P'eraturan Daerah Kabupaten -Karanganyar Nomor 16 , '
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Plerangk‘at‘ Daerah Kabupaten Karanganyar (Lémb?rlanjf :
I?aerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16’,:
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

l\ZIomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

o , ; o
- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019

~t;entang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

I?Iaranganyar - Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

\
Kabupatcn Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten.

Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
| |
| - MEMUTUSKAN :
| | |
|

. PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

|

ORGANISASI TUGAS 'DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
' DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

|

o BAB I
| - KETENTUAN UMUM
| S
|

: Pasal 1

‘Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

’Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. R
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Jpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
’¢
|

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadl
ewenangan Daerah otonom.




10.

-

Bupat1 adalah Bupati Karanganyar
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan

Dewan Perwakllan Rakyafc Daerah . dalamf -

ipenyelenggaraan Urusan ,Pemerintahan yang :menja_di
Ekéwenangan Daerah. | - |

Sekretarls Daerah adalah Pimpinan dari Pf‘*rangkatx
Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah. Daerah "

yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.

. \\Dmas Pekerjaan Umum ~dan Perumahan Rakyat

~selan3utnya disingkat DPUPR adalah Perangkat Daerah

yang -melaksanakan wurusan pemerintahan bidang

'pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang

.‘perumahan dan kawasan permuklman dan bidang

i

{‘pertanahan d1 Daerah. ,

Kepala Dinas adalah P1mp1nan dan Perangkat Daerah
DPUPR. ©

Unit Pelaksana Teknis Dinas: yang selanjutnya dis'ingkat'
kUPTD adalah unsur’teknis opera‘sibnal dan/ atau unsur
\tekms penunjang tertentu DPUPR.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
’ber1s1 fungsi dan tugas ‘berkaitan dengan pelayanan
fungsmnal yang berdasarkan pada keahhan dan
lket&-:rarn]:nlan tertentu.

Subkoordlnator adalah pejabat fungsmnal Ahh Muda
yang diberikan tugas' dan fungsi koordinasi serta
Npengelolaan kegiatan sesuai bidaﬁg tugasnya daﬂafn

suatu satuan kerja sebagalmana diatur peraturan

perundang-undangan tentang organ1sas1 dan tata kerja

' 1nstans1. .

|

\ BAB Il |
] KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

 Pasal 2

' DPUPR dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di

baw)ah dan bertanggung Jawab kepada Bupat1 melalui
Sekretarls Daerah.



: ~ Pasal 3
(1) Susunan organisasi DPUPR terdiri dari : |
ia. Kepala Dinas; |
\‘b. Sekretariat membawahkan :
Y Subbagian Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawa1an, dan -
\ ‘3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan Kelompok
] Jabatan Fungsional; | -
d. Bidang Bina Marga, membawahkan Kelompok
Jabatan Fuhgsional; |

Bidang Cipta Karya, membawahkan Kelompok
Jabatan Fungsional; - '

Bidang Tata Ruang, memb:awahkan :
1, Seksi Pertanahan, dan
2. Kelompok Jabatan Fungsmnal
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
UPTD; dan -
Kelompok J abatan Fungsmnal

(2) .Bagan Susunan Organisasi DPUPR sebagannana

:-A.’D-A‘._._. - _Aqq_',—__ -

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bag1an yang
tidak terp1sahkan dan Peraturan Bupat1 ini.
BABIl =
~ TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kep_ala Dinas

_— ' Pasal 4 |

Kepa\la Dinas ‘mempunyai tugas membarntu Bupati dalam’

melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

dan p,enafaan ruang, bidahg perumahan dan kawasan

perm\ukirrian dan bidang pértana}{an yang menjadi

'kewdnangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
Bupéti.



Pasal 5

’Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana cumaksud dalam

Pasal 4, Kepala Dinas mempunya fungs1 '

a. pferumlisan kebijakan bidang pekerjaan. umum dan
‘p;enataan ruang, bidang perumahan dan kawasan
permuk1man dan bidang pertanahan; '

|

b. pelaksanaan kebl_]akan bidang pekerjaan umum dan
p‘[enataan ruang, bidang perumahan dan kawasan
;%ermukimén dan bidang perténahan_; .

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan
umum dan ‘penataan ruang," bidang perumahan dan
lgawasan permukiman dan bidang pertanahan; - |

d. f:elaksanaan administrasi DPUPR; dan -
pelaksanaan tugas 1a1n sesuai dengan tugas dan
fungsmya

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

(1) - | Sekretariat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b mcrupakan unsur pembantu Kepala
Dinas. : \

2 | Sekretanat dipimpin ‘oleh Sekretarls berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

{ ' - . Pasal 7

| . .
Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan
perpmusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,

: per‘nantau‘an,, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan

ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan,

\, : . ‘
ker_]asama kearsipan,” dokumen, Kkeorganisasian dan
ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawalan dan pelayanan

adr‘mn1stras1

Pasal 8 ‘
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:
-a.  pengoordinasian kegiatan;

b. pengoordma31an dan penyusunan rencana dan program
kerja;




pembmaan dan pembenan dukungan administrasi yang

_ mel\1put1 ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

keuangan, kerumahtanggaan, kerJa sama, hubungan
masyarakat arsip dan dokumentasi;

pengoordmasmn tata laksana;

pengoord1nas1an dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum,;

pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian =

Intem Pemenntah (SPIP) dan pengelolaan informasi-dan
dokumenta31,
penyelenggaraan pengelolaan barang = milik/ kekayaan

daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa;
pellaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsmya

Pasal® |
Supbagian' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada

. Sekretans

(2).

Ke[pala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud
pa‘?a ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan
perfumusan dan pelakSanaan_ kebijakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja,

' pcﬁgelolaan keuangan dan aset serta pelaporan.

|
'-L | ‘ Pasal 10

Subbaglan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan. bertanggung jawab kepada
Sekretans

Kepala Subbaglan Umum dan Kepegawa1an sebagaimana

‘d1maksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan

bahan perumusan dan - pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi’ dan pelaporan pembinaan
ketatausahaan, hukum kerumahtanggaan, kerjasama,

kearsipan, informasi ‘dan kehumasan, dokumen,

|

‘ ke?rganisasian, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

|
|
1
|
|



| Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 11

(1) B1dang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana
Prusan pemerintahan bidang sumber daya air. i

(2) Bldang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang,

berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada chala?‘

: Dmas
\

) _ Pasal 12 ,
Kepala Bidang‘ Sumber Daya Air Sebagaimana diinaksud
,dalam Pasal 11. ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, = pengoordinasian, pemantauan,
evaluz?.31 serta pelaporan di bidang sumber daya air. |

| : Pasal 13 | -
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam o
Pasal | 12, Képala Bidang Sumber Daya "Air, -mempl_inyai

fungsﬂ

a. peﬂyusunan pola pengelolaan sumber daya air' dan

ren\cana pengelolaan sumber daya air pada w11ayah
sungai; ‘

b. penyusunan prograrﬁ xﬁpeng"elolaan sumber daya air dan
rencana kegiatan pengelolaaﬁ sumber daya air pada
wxla\xyah sungai; |

. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan / penerapan
pola‘. pengelolaan sumber daya air dan rencana
penéelolaan sumber daya air; ;

d. pen\yusunan studi kelayakan dan  perencanaan
tekr\ns /desain/ pengembangan sumber daya air; ’

e.ﬁ penyelenggaraan Sistem ' Manajemen Mutu Dan Slstem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); -

f. pengelolaan sumber daya air yang ‘meliputi konservas1
sumber daya air, pendayagunaan sumber daya a1r dan

pengendalian daya rusak air pada wilayah sungal,

a

penglzelolaan 31stem hidrologi;

h. pengelolaan sistem informasi sumber daya air;

1
|

|



i. pelaksanaan konstruksi dan pcmelihara'zin infrastruktur
dibidaﬁg sumber daya air; ' »

j. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam
,pe‘:mberian izin penggunaan‘ sumber daya air dan: izin
peingusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;

k. penyelenggaraan . pemantauan dan  pengawasan
penggunaan sumber daya a1r | -

1. pel‘aksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan
stqkeholder; dan ‘

m. pe%aksanaan~ tugas lain seéuai dengan -tuge(s dan
ful?gsinya._

|
|
| \ | | Pasal 14

(1) B1dang Bma Marga merupakan unsur pelaksana urusan

Bagian Keempét

Bidang Bina Marga

pemermtahan bidang bina marga.
(2) B1dang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang, berada
| d} bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
| Pasal 15
Kepala Bidang Bina Marga" sebagannana dlmaksud dalam
- Pasal \14 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas .
dalam] merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan
mernbma kegiatan di bidang bina marga yang meliputi
pengembangan jaringan  jalan, pembangunan “dan

' pemngkatan jalan dan Jembatan

\ . | .

“ ' A . Pasal 16

Dalarr\1 melaksanakan tugas sebagaimana -dimaksud dalam

‘Pasalwls, Kepala Bidang Bina Marga, mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengembangan
jari!ngan jalan, pembangunan dan Apeningkatan jalan dan
jem‘batan; ' I o

b. pelaksanaan koordinasi bidang pengembangan jaringan
jala‘n, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
c. pengoodinasian jaringan j’alan sebagai prasarana. sarana'
utiliitas umum pada perumahan; |
|
|



d. pengoordinasian pengembangan jaringan ' jalaﬁ | dengan
Desa/ Prov1ns1/Na51onal terkait konek31 Jarmgan jalan d1
Daerah ’ :

e. pelaksanaan kebijakan b1dang pengembangan Jarmgan

' Jalqn, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;

f. 'pemantauan dan evaluasi bidang pengemba’ngan.v jairingan'
jal%t_n, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
dan ., - | |

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

\ ‘Bagian Kelima

| |
\ | Bidang Cipta Karya
| ,

} | ~ Pasal 17
(1) 1‘3idang Cipta Karya merupakan unsur pelaksgna urusan .
pemerintahan bidang cipta karya.
(2) B1dang Cipta Karya d1p1mp1n oleh Kepala B1dang, berada
: d1 bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.
| |
1 " Pasalls
Kepala Bidang Cipta Karya sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal\ 17 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan

‘ pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

bldan\g mpta karya.

! : Pasal 19 .
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam
' Pasal\ls Kepala Bidang Cipta Karya mempunya1 fungs1
. a. pelaksanaan koordma31 * bidang perencanaa_m,;_

pt\embangunan,. peningkafan, pemeliharaan dan -
| pengawasan cipta karya; -

b. pelaksanaan kebijakan bidang ;perencanaan,
pembahgunan, pemngkatan, pemelihéraan dan
pjengawasan cipta karya; ‘

c. plemantauan dan evaluasi bidang berencanaan,
pembangunan, peningkatan,  pemeliharaan ‘ dan
p?ngawasan cipta karya; dan | .

d. pc;laksanaan tugas lam, sesuai dengan tugas dan

fﬁngsin_ya‘.

|
|
|
|



: ' | Bagian Keenam
| Bidang Tata Ruang

] o Pasal 20

(1) B1dang Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan ‘

pemermtahan bidang tata ruang.

| 2) Blidang Tata Ruang dipi‘mpinkole’h Kepala Bidang berada

. dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

\ L Pasal 21 -

Kepala Bldang Tata Ruang sebagaimana d1rnaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dal:l
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
perencanaah tata ruang,'} pemanfaatan- dan pengendalian
pemapfaatan ruang serta pértanahan. | |
| S
\ R Pasal 22
Dalar‘n melaksanakan tugas: sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 21, Kepala B1dang Tata Ruang, mempunyai fungsx 4
a. peLyusunan kebl_]akan tata . ruang yang mehputi
pel‘encanaan ~ tata ruang, pemanfaatan ruan“g dan
per’lgendalian tata ruang, dan pertanahan; |
b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan tata.ruang 'yang
' mehpuu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pe?gendahan tata ruang, dan pertanahan;

c. pellaksanaan penyebarluasan informasi rencana = tata

ruang, yang meliputi perencanaan tata ruang,

|

pemanfaatan ruang dan pengendahan tata ruang, dan

pertanahan

d. pcngawasan, pemantauan, * dan evaluasi - terhadap

pelaksanaan tata ruang yang mehput1 perencanaan tata
ruftng, pemanfaatan ruang Slan pengendalian tata ruang,
dan pertanahan; _

€. pel~aporan pelaksanaan taté. ;'ru'atng yang meliputi
perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendahan

tat~a ruang, dan pertanahan;



_ huruf f angka 1, mas1ng~masmg dipimpin oleh Kepala o

pelaksanaan sta‘ndar pelayanan minimal bidang tata
rl\lang yang meliputi perencanaan tata ruang, tata ruang
dan pengendalian tata ruang, dan pertanahan; dan ‘ '
n}elaksanakan fung31 kedinasan lain yang diberikan olch

pimpinan sesuai dengan fungsinya.
| i
|

| | Pasal 23

S\eksi ‘sebagai‘maha dimaksud dalam Pasal ‘3 ayat 1(1)'

' Sekm yang berada dibawah dan bertanggung Jawab ‘

@ B

Bidang perumahan dan kawasan permukiman.

kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

‘Kepala. Seksi Pertanahan sebagalmana d1rnaksud pada
_ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan
ip}erencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

‘plemantauan, evaluasi dan pelaporan pada pertanahan.

} | Bagiaﬁ Ketujuh |

l Bidang Perumahan dan Kawasan Permuklman

| |

1 | ~ Pasal 24 |
Bldang Perumahan dan  Kawasan Permukiman
n%erupakan unsur pelaksana/ urusan pemerintaha:'n

_;_{
B1dang Perumahan dan Kawasan Permukiman d1p1mp1n

| 'Kepala Bidang berada d1bawah dan bertanggung Jawab :

‘ k_epada Kepala Dinas.

|
|

L Pasal 25

l . \
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai

tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evalua31 dan pelaporan bldang perumahan, pengembangan

permuklman dan prasarana sarana umum.

|

|
\
|
\




Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud dalam

Pasal| 25, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan

Permukunan mempunyai fungs1

a.

penyusunan rencana keglatan bldang perumahan dan

, kawasan permuk1man,

(1)

perumusan kebljakan teknis di bidang perurnahan dan

kawasan permukiman;

penyusunan rencana kinerja dan perjanjian Kkinerja d1
bldang perumahan dan kawasan permukiman;

pFelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan, |

pT-:mbinaan perumahan formal, pembinaaﬁ perumahan
si\»vadaya, p'engembangan kawasan permuk1man,

pembmaan pelaku pembangunan perumahan serta peran

serta masyarakat dan sos1a1 budaya

pelaksanaan fa51hta31 | penyediaan rumah  bagi
\ . H

masyarakat yang terkena ‘relokasi program Pemerintah
qaerah;

.pélaksanaan penataan ‘dan - peningkatan  kualitas

kawasan permuk1man kumuh dengan luas di bawah 10

‘ (sepuluh) hektar;

pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau
b.\adar; hukum_yang ‘melaksanak;‘in peraincangan da!m '
perencanaan rumah - serta perencanaan prasarana, -
sigrana dan utilitas (PSU) tingkat kemampuan kecil; dan
pElaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporéri !
klegiatah bidang perumahan dan kawasan permukiman. -
| - '

\ Bagian Kedelapan _ .
b UPTD ‘ _
l | .

\

|

Pasal 27
]Untuk melaksanakan tugas tekms operasmnal dan / atau

tugas teknis penunjang di' 11ngkungan DPUPR dapat
dlbentuk UPTD., ‘ '

|
|
|
|
|



2

(3)

‘beban Kkerja.

Jenis dan jenjang Jabatén 'FungSional sebagaimana

UPTD sebégaimaﬁa dimaksud pada ‘ayat (1), dipimpin' o
oleh Kepala UPTD [lyang berada di bawah dan )
l’aertanggungj awab kepada Kepala Dinas. |

f‘I}{etentuan lebih lanJut mengena1 pembentukan UPTD

d1atur dengan Peraturan Bupat1 tersendiri.

Bagian Kesembilan

 Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsmnal dltetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan berada dibawah dan

S b}ertanggung]awab kepv‘ada Kepala_ Bidang/ Sekretans.
(2)

Jumlah Jabatan Fungsional sébagaimana dimaksud e

pada‘ ayat (1), ditentukan ‘berda,sarkan ‘kebutuhan dan -

Pasal 29

‘Kelompok Jabatan Fungsmnal ‘terdiri * dari tenaga -

‘ fungsmnal _yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

i¥
t

d1rnaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan

perundang—undangan

Pasal 30

‘ Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat d1bentuk

Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)

| B1dang / Sekretanat

Jenis dan Jumlah Subkoordmator d1tetapkan oleh Bupat1 "

a as usulan Kepala Dlnas

“ PjaAsal‘ 31

J abatah. ,Fuh‘g‘sionali melaksanakan tugas dan b‘ertangg‘u‘ng

- jawab kepada Kepala Dinas melalﬁ.i Seksi/ Subbagian dan/

atau Bidang/ Sekretaris sesuai Jems dan jenjang jabatannya

. vyang memiliki keterkeutan dengan pelaksanaan tugas J abatan

|

- Fungm\onal




| | ~ BAB'IV
e  TATAKERJA
g

| Pasal 32

. Kepala Dinas membuat usulan ana1131s _]abatan peta jabatan,

anahsils beb,ayn kerja, cvaluas1 Jabatan dan standar

kompetensi jabatan kepada Bupati.

E : o Paysal 33 o ,

(1) Ké\palai Dinas, Sekretaris; Kepala Bidang, Kepala

‘Sﬁbbagian‘ Kepala Seksi dan Kepala UPTD | .dalam

| melaksanakan tugas menerapkan pr1n31p koordmaS1,
1ntegras1, dan s1nkronlsa31 ,

(2) Kepala _ Dinas, Sekretarls,‘ Kepala' Bidarig, Kepala ;
Subbaglan Kepala Sek31 dan Kepala UPTD melaksanakan B
tulgas menerapkan kpr1ns1p o perencanaan,
pc%lgdrganiéasian, pe‘makntauan,k evaluasi dap pelaporan.

(3). Ke‘pala Dinas, Sekretans, - Kepala Bidang, Kepala
Subbag1an, Kepala Seks1 dan Kepala UPTD melaksanakan

, Slstem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

\

. Pasal34 v

(1) Kebala Dinas bertanggung ‘jawab memimpin,
| me}ngoord1nas1kan dan memberikan pengarahan terhadap

pelaksanaan tugas bawahan

(2). Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan

dan mengamb1l langkah langkah yang dlperlukan sesuau
| dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
= ,
[l Pasal 35

Kepala Dmas Wajlb menyampaukan laporan berkala tepat ‘
pada waktunya ‘

Pasal 36 _
. Dalam melaksanakan tugas di Wllayah Kepala Dlnas Wa_]lb
: melaklllkan koordmam dengan Camat R .

|
|



BABYV
KETENTUAN PERALIHAN
‘t’ ' Pasal 37 L

(1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini tetap menduduln jabatannya dan’
melaksanakan Lugasnya sampa1 dengan ditetapkannya
peJabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupat1 ini  tetap menduduki _]abatannya dan ‘
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku : : :

(3). Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

be‘rtanggung]awab kepada pejabat administrasi d1
atasnya.’ |

| | " BABVI
| ~ KETENTUAN LAIN-LAIN

| Pasal 38
DPUPR dalam rnelaksanakan Urusan Pemermtahan dan
tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah Provinsi
bersifat koordinatif dan fungsmnal untuk menyinkronkan
pelaksanaan tugas dan fungs1 masing-masing.

\, . o Pasal 39 , .
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setlap _]abatan
diatur dengan Peraturan Bupati tersend1r1

) o
1 BAB VII

| KETENTUAN PENUTUP
K |
|

\\ B ‘Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, ’I‘ugas dan Fungsi serta

Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
| Rakyat Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 110) dicabut dan
dinyatak1an tidak berlaku.

-

E



Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. o

Agar  setiap orang méngctahuinya, memerintahkan
\ : L
pengurlldangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditétapkan di Karanganyar _
) , pada tanggal 31 Desember 2021
- ~ BUPATI KARANGANYAR,

ttd

| ' JULIYATMONO
‘i\
- Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO | , | |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 104

MEC
il bt
11
A

Salinan sesuai dengan aslinya ‘
| SEKRETARIAT DAERAH

KABUR‘!&\:I‘E%\LKARAN GANYAR
77 ZoA L -

“Ke ala Bag1an Hukum




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR |
~NOMOR 104 TAHUN 2021 ' '

 TENTANG

" KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Dinas

Sekretariat .

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

L .

Subbagian Keuangan

Subbagian Umum dan

LIdl
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